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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

bahwa dengan ditetapkannya peraturaii' Daerah Kota
Kendari Nomor 21 Tahun 2oog tentang pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Bad.an pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Kendari, dipandang perlu
ditindaklanjuti dengan penjabaran T\:gas poliok dan
Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Kendari.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menitapkan
Peraturan walikota Kendari tentang penjabaran tugas
qokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Kendari.

9tdTrg-Undang Nomor 8 Tahun LgT4 tentang pokok_

lokgk Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4g Tahun 1999 (Lembaran
fegara Republik Indonesia Tahun Lggg Nomor L2S,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
38eO);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 , tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kend.ari
(Lembaran Negara Republik Indonesii Tahun 199s
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3206);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang
Pembentukan peraturan perund.ang-undangai
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2oo4
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a3S9);

2.

3.



4. Undang-Undang Nomor g2 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub[f
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l2i, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44grl
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang_
Undang Nomor 12 Tahun 20Og tentang perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4
tentang Pemerintahahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 59, Tambaha,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor agaa\

Undang-Undang Nomor 3g Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusai
dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3\;

Peraturan Pemerintah Nomor s8 Tahun 2oos tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTg);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oor tentang
Pembagian urusan Pemerintahan Antara pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4T3Tl;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOT Tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambafran
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OOg tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OOT
tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun Z0Og
tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Kendari (kmbaran Daerah Kota
Kendari Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 21 Tahun 2OOg
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kendari (Lembaran
Daerah Kota Kendari Tahun 2OAg Nomor 21).

5.

6.

7.

8.

9.

10.

t2.

13.



MEMUTUSI(AI{:

Menetapkan : PERATURAil WALIKoTA TENTAilc PENJABARAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOI,AAN I(TUANGAN
DAERAII KOTA ITENDARI.

BAB I
I(EIEIVTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kendari dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kota Kendari.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Kendari.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipit Kota Kendari.
8. Jabatan Struktural adalah eselonisasi berdasarkan tingkat jabatan di

lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menudukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kendari.

BAB II
I{TDUDUI(AN DAIT SUSUNAN ORGAI{ISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berkedudukan sebagai Satuan Keda
Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah
mempakan unsur Teknis Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

(21 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.



(u

Bagian Kedua
Susunan Organlsasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. sub Bagian Perencanaan Keuangan dan pelapor€rn.

c. Bidang Anggaran dan Dana perimbangan membawahkan :1. Sub Bidang penganggaran;
2. Sub Bidang Dana perimbangan.

d. Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah membawahkan :1. Sub Bidang Verifikasi;
2. Sub Bidang Perbendaharaan;
3. Sub Bidang Kas Daerah.

e. Bidang Akuntansi dan pelaporan membawahkan :
1. Sub Bidang Akuntansi;
2. Sub Bidang Evaluasi dan pelaporan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Badan pengerolaan Keuangan Daerah
sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

T:fr$fffi'
Pasal 4

(1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. mempunyai tugas pokok
membantu Walikota dalam pen5rusunan dan pelakianaan kebijakan di
bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

{21 D"l.T rangka pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan
fungsi:
a. perumusan Kebijakan teknis di bidang Keuangan Daerah;
b. penJrusunan Rancangan ApBD dan Rancangan perubahan ApBD;c. penatausahaan Keuangan Daerah;
d- mengatur dana yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan ApBDe. menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

atas usul SKPD yang telah mendapat persetujuan walikota;
f. menyinmpan uang daerah;
g. menJrusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung

jawaban Pelaksanaan ApBD; dan
h. pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan

oleh Walikota.

(21
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Bagian Kedua
Bagian Sekretarlat

Pasal 5

(1) sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
melaksanakan tugas dibidang Pengelolaan Keuingan Daerah serta
memberikan pelayanan administrasi.

(21 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berad.a di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (l), Sekretaris
menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah;

b. pen)rusunan dan Pelaksanaan Pengordinasian Perencanaan Program
dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. pengelolaan urusan Tata usaha, umum dan Kepegawaian, Tata
Naskah dan Umsan Rumah Tangga;

d. pengelolaan Umsan Keuangan;
e. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi serta pengendalian program dan

kegiatan lintas bidang;
f. pelaksanaan koordinasi lintas instansi/unit terkait dalam kaitannya

dengan Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan baik di

dalam maupun diluar organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagran Perencanaan dan Keuangan.

sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (r), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada ai bawarr aan
bertanggung j awab kepada Sekretaris.

Pasal 7

(1) Kepala sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
melaksanakan se$agtan tugas sekretariat yang meliputi pelaksanaan
surat men5rurat, kearsipan, perpustakaan dokumentasi, perlengkapan,
rumah tangga, penyiapan bahan penJrusun rencana kebutuhan pegawai,
pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian Badan Pengel,olaan
Keuangan Daerah.

(2J D*l"T rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)' Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan
fungsi:
a. pelaksanaan urusan surat men5rurat, pengetikan, penggandaan dan

tata kearsipan;
b. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai lingkup

Badan;

(1)

(2t



pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
pelaksanaan urusan keprotokolan;
pelaksanaan urusan pemeliharaan dan keamanan kantor;
pelaksanaan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik di dalam
maupun diluar organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas sekretariat yang meliputi p"iik*arr"4r,
pengelolaan anggaran, pelaksanaan pengelolaan - 

perbendaharaan,
Pelaksanaan Akuntansi keuangan, pen]rusunan program kerja dan
kegiatan, penyajian data evaluasi dan penJrusunan t aporan Keuanlan.

(21 Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1), Kepala sub Bagran perenci.naan a"tt- Keuangan
menyelenggarakan fungsi :

a. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perLrmusan
pen]rusunan anggara.n;
pelaksanaan Pengelolaan keuangan yang meliputi anggaran,
pembukuan dan perbendaharaan;
pelaksanaan penJrusun€ul anggaran kegiatan serta melaksanakan
administrasi keuangan dan gqji;
penJrusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
pelaksanaan urusan koordinasi;

c.
d.
e.
f.
o

c.

d.
e.
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan

dan keuangan;
g. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perumusan

penyusun€rn program dan kegiatan;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris di dalam

maupun diluar organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bldang Anggaran dan Dana Perlmbangan

Pasal 9

(1) Bidang Anggaran dan Dana perimbangan mempunyai tugas tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan k"uang"n
Daerah yang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, pen5rusunan
rencarla, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas-tugas di bidang
anggaran daerah dan dana perimbangan.

(21 Pid*g Anggaran dan Dana Perimbangan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada fepala
Badan melalui Sekretaris.

(3) Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang Anggaran dan Dana perimbangan
menyelenggarakan fungsi :

program



perumusan kebijakan, pedoman dan bimbingan teknis ApBD;
penyiapan bahan perirmusan kebijakan pembiayaan;
penyusuh Rariearigail APBD ddri Rrineangari pei"ubahari ApBD;
pelaksanaan evaluasai dana perimbangan;
pelaksanaan pengendalian APBD;
perumusan kebijakan nota keuangan;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan baik di
dalam maupun di luar organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Bidang Ahggaran dan Dana Periflf,bangan tefdiri dari :
a. Sub Bidang Penganggaran;
b. Sub Bidang Dana Perimbangan.

9y! Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran dan Dana
Perimbangan.

Pasal 11

sub Bidang Pehgenggafan mempunyai tugas Bokok melaksanakan
sebagian tugas Bidang Anggaran dan Dana perimbangan yang meliputi
penyiapan bahan perumusan kebijakan, penJrusunan kebijakan teknis
operasional dan pengkordinasian di bidang Anggaran.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bidang Penganggaran menyelenggarakan fungsi':
a. penJrusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Anggaran;
b. penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan perutahan ApBD;c. penjrusunan rancangan nota keuangan APBD dan Rancangan

Keuangan perubahan APBD;
d. pehgelolaan pembiayaan Da€fah;
e. penyelenggaraan administrasi dibidang anggaran;
f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kepada pimpinan dan instansi

teknis terkait;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik di

dalam maupun di luar organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sub Bidang Drina Perimbangan mempunyai hrgas p6kok melaksanakan
sebagian tugas Kepala Bidang Anggaran dan Dana perimbangan yang
meliputi penyiapan bahan perumusan kebdakan, penJrusunan lebijakan
teknis operasional dan pengkordinasian di bidang Dana Perimbangan.

(21 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan rienyelenggarakan fringsi : = I ''
a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Dana

Perimbangan;
b. pelaksa.naan evaluasi Dana Perimbangan;
c. penyelenggaraan administrasi Dana perimbangan;

a.
b.
c.
d.
e.
f.
o

(1)

tzt

(1)

{2t



pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kepada pimpinan dan instansi
teknis terkait;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik di
dalam maupun di luar organisasi sesuai denhan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 13

(1) Bidang Penata Usahaan Keuangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah yang meliputi : perumusan kebijakan, pedoman dan bimbingan
teknis serta pelaporan sebagai bahan pertanggungiawaban pelaksanaan
tugas di bidang Penatausahaan Keuangan Daerah.

(21 Bidang Penatausahaan Keuangan Daeratr dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan melalui Sekretaris.

(3) Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan, pedoman dan bimbingan teknis di bidang
Penatausahaan Keuangan Daerah;
penyelenggaran Penatausahaan Keuangan Daerah;
pembinaan Penata Usahaan Keuangan SKPD;
pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
penerbitan SP2D;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan baik di
dalam maupun di luar organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal L4

Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah terdiri dari :

a. Sub Bidang Verifikasi;
b. Sub Bidang Perbendaharaan;
c. Sub Bidang Kas Daerah,

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penatausahaan Keuangan
Daerah.

Pasal 15

Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah yang meliputi :

pelaksanaan kebij akan teknis verifikasi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepala Sub Bidang Verifikasi menyelenggarakan fungsi :

d.

e.

b.
c.
d.
e.
f.

(1)

(21

(1)

(2t



pen]rusunan pedo&an dan petunjuk teknis di bidang verifikasi;pelaksanaan verifi|31 atari p"ng.rlirtt 
"*";;gajuan spp-up,GU,TUdan LS/SPM-UP,GU,TU a"o LS;

pembuatan dan penyuiunan program kerja dibidang verifikasi;pembuatan laporan pelaksana"tr tug"s aiuiaang verifikasi;pelaksanaan tuga" Hr yang diberitan r"p"r"bidang baik di darammaupun di luar organisasi sesuai dengan t rg"" aan fuig"t"y;

Pasal 16

syb Bidang perbendahafaan mempunyai tuga6 pokok melaksanakansebagian tugas Bidang penataus"rt""" ii"rr""uL Daerah yang meriputi :pelaksanaan kebijakan teknis tugas perbendah-araan.

Dalam rangka meraksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud padaayat (1) Kepala sub Bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :1' penyusuhan program kerja di bidang perbendah"rilo;b. pembuatan llRoian peralisangn tuga" di bidang perbendaharaan;c. penJrusun pelaksanaan kebijakan pengelola"r, pErb"ndaharaan;d. penerbitan SpD;
e. penerbitan Sp2D;
f. penerbitan SIp_p gaji pNS pindah dan pensiun;g. penerbitan SK Benclahara masirrg_*"sirrg SKpD;
lt- penyelenggaraan administrasi oiiiaanj i"rt""oaharaan;i. pelaksanaan tugas lain yang diberikai ?"o.r" nia""g iaik di dalammaupun di luar organisasi sesuai dengan trg." a"" rrrig"i"y".

pasal lz
sub Bidang Kas Daefah m€mpuny_ai tugas pok6k melaksahat<an sebagianfug"." Bidang Penatausahaa* 

- 

- xeuaiga; Daerah yang meriputi :pelaksanaan kebijakan teknis bidang p.rri"iot"an Kas Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud padaayat (1) Kepala sub Bidang Kas oaerah menyelenggarakan fungsi :a. peny€l€riggarean fuhgsi pembeyar"a at s peri;tiiuin sp2Dib. penatausahaan atas aruJ kas masuk dan arus kas keluar; '
c. pengendalian kas Daerah;
d. penerbitan cek;

:. penandatangan specimen cek;f' pelaksanaan tugas lain.yang diberikan oleh Kepala Bidang baik dalammaupun luar organisasi sesriai dengan tugas aan runt*i"vl -

Baglan Kslima
Bidang Akuntansi dan pel,aporan

Pasal 18

(1) Bidahg Akuntahsi dah Felaporan mempunyai tugas pokok melaksahakansebagian tugas Kepala riadan r."i"ioilan_ Keuangan Daerah yangmeliputi : penyusunan dan p"*ri.rr* kebijatai, pedoman dan

a.
b.

c.
d.
e.

(u

{2)

{1)

(21



bimbingan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas dibidang
Akuntansi dan Pelaporan.

(21 Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidangyang berada dibawah dan bertanggung jawab kepadJ Kepala Badai
melalui Sekretaris.

(3) Dd"T rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)' Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelengg.r"k*
fungsi :

a. perumusan kebijakan, pedoman dan bimbingan teknis di bidang
Akuntansi dan pelaporan;

b. penyusunarl rencana dan program
Pelaporan;

kerja dibidang Akuntansi dan

c. penyelenggaran Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pemerintah
Daerah;

d. pelaksana€ut bimbingan teknis, sosialisasi dan penyelenggaraan system
informasi dan teknologi informasi akuntansi;

e. penJrusunan laporan pertanggunggung jawaban pelaksanaan ApBD;f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan pengeloiaan
Keuangan Daerah, baik di dalam maupun di- luar organisasi sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(1)

(2t

(U

{2t

Pasal 19

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :
a. Sub Bidang Akuntansi.
b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

!g! niaang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala sub Bidang yang 

- 
berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang etrmntansi dan pelaporan.

Pasal 2O

Sub Bidang Akgntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Kepala Bidang Akuntansi dan pelaporan yang meliputi :
pelaksanaan penjabaran kebijakan teknis di bidang emntarisi.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala sub Bidang Akuntansi menyerenggarakan fungsi :

a. penJrusunan kebrjakan, pedoman dan bimbingan teknis di bidang
Akuntansi;

b. pen)rusunan rencana dan program keda di bidang akuntansi;c. pelaksanaan kebijakan di bidang Akuntansi;
d. penJrusunan Laporan Keuangan pemerintah Daerah;
e. pelaksanaan rekonsiliasi sistem akuntansi SKPD dengan sistem

Akuntansi SKPKD
f. pelakssanan bimbingan dan penyuluhan serta penyelenggaraan

system informasi dan teknologi informasi akuntansi;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi

dan Pelaporan baik di dalam maupun di luar oiganisasi. -

10



(21

Pasal 21

(1) sub Bidang Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan pelaf,oran yang
meliputi : pelaksanaan penjabaran teUil'atan teknis di bidang euaiu"J
dan Pelaporan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok
ayat (1), Kepala Sub Bidang Evaluasi dan
fungsi:
a. penJrusunan kebijakan, pedoman dan bimbingan teknis pelaporan d.an

pertanggung jawaban pelaksanaan ApBD;
b. pelaksanaan dan evaluasi spJ dan laporan keuangan sKpD dan

SKPKD;
g. pengendalian laporan pertanggung jawaban tingkat sKpD;
d. penyusunan Laporan semester dan-prognosis;
e. pen)rusun"n 931 penyampaian Laporan pertanggung jawaban

pelaksanaan APBD;
f. pelaksanaan t!819 lain yang diberikan oleh Kepata Bidang Akuntansi

dan pelaporan baik di dalam maupun di luar organisasi sefuai dengan
tugas dan fungsinya.

sebagaimana dimaksud pada
Pelaporan menyelenggarakan

(1)

(2)

Bagian KetuJuh
Kelompok Jabatan Fungsional

pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional terliri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional sesuai dengan bidang keairliannya;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
:esgai dengan profesi dan fungsinya serta mJlaksanakan sebagian-t rg""
B_.1dan yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangair Daerah,
dibawah Koordinasi Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya.

Pengelompokan dan pembagian tugas jabatan fungsional akan diatur
lebih lanjut oleh Kepala Badan pengelolaan Keuangan-baerah.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional
lenior yang berada di bawah dan bertanggung iaiviu- kepada i<epala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kelompok Jabatan Fungsional diangkat oleh Walikota atas usul Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

(3)

(4)

(s)
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(21

(1)

(2t

BAB TV
TATA I{ER.'A

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala sub Bagian, Kepala sub Bidang dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan
integritas baik secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing.

Kepala Badan, sekretaris, Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala sub
Bidang dan Kelompok Jabaran Fungsional bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan
bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 24

setiap bawahan wajib bertanggung jawab kepada atasannya dan
menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya, diolah dan
dipergunakan sebagai bahan laporan dan evaluasi maupun perumusan
kebijakan.

BAB V
KETENTUAN LIUN - LAIN

Pasal 25

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan
yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi tetap
berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
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BAB VII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Padatanggal tg -1 -

WALIKOTA KENDARI

Ir. H. ASRUN, M. Eng, Sc.

Diundangkan di Kendari
PadaTanggal lD* t - 2010

SEKRBTARIS KOTA KENDARI

H. AMART'LLATI. SE.IWST
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19551217 198302 1 (X)3

BERITA DATRAII KOTA I(TNDARI TAIIUN 2O1O ITOMOR

20LO
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA KENDARI

PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR : L TAHUN2010
TANGGAL' l0 -t- 2010
TENTANG : PenjabaranTugas Pokokdan

Fungsi Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Kendari

WALIKOTA KENDARI,

In H. ASRUN, M.Eng.Sc.
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